
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikam pada BAB IV, 

maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

Secara umum pelaksanaan manajemen risiko untuk menyelesaiakan kredit 

bermasalah yang dilakukan oleh PT BPR Kharisma Kusuma Lawang sudah 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Agar tidak terjadinya 

kredit bermasalah pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan meliputi : 

analisis permohonan kredit, pengawasan dan teknik penyelesaian.  

Analisis permohonan kredit yang dilakukan bank adalah dengan 

menerapkan prinsip 5C. PT BPR Kharisma Kusuma juga telah berusaha maksimal 

untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah dengan mengadakan 

pembinaan dan pengawasan terhadap debitur dan manajemen perusahaan. 

Pengawasan yang dilakukan oleh bank dengan melakukan kunjungan langsung ke 

tempat usaha debitur, melalui informasi yang tersedia, serta pengawasan ganda 

oleh 2 orang pejabat. 

Teknik penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh PT BPR 

Kharisma Kusuma Lawang adalah dengan melakukan penyelamatan yang 

meliputi : Rescheduling, reconditioning, Retructuring. Sedangkan proses 

penyelesaian kredit bermasalah pada PT. BPR Kharisma Kusuma  dapat 

dilakukan melalui : 

 



1) Penyelesaian secara damai 

a. Penagihan langsung 

b. Penagihan hutang melalui pihak ketiga dengan mempergunakan jasa 

penagihan untuk dan atas nama Bank atau atas penggunaan Debt 

Collector 

c. Penagihan dengan melalui jasa iklan/ mass media 

d. Penagihan kepada penjamin 

e. Penyitaan jaminan 

2) Penyelesaian hukum litigasi 

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi dapat ditempuh dengan 

mengajukan gugatan pada pengadilan negeri maupun pengadilan niaga. 

Tahapan manajemen risiko yang dilakukan oleh bank dengan melakukan 

identifikasi risiko, mengukur risiko, menanggapi risiko, mengawasi risiko.  

 

5.2 Saran 

1. Pelaksanaan manajemen risiko dalam sistem pemberian kredit seharusnya 

lebih memahami dan lebih dalam menilai karakter calon debitur supaya 

tidak terjadi adanya kesalahan dalam menilai penggunaan kredit tersebut. 

2. Pengawasan survey on the spot perlu ditingkatkan untuk dapat 

memperoleh informasi debitur yang sebenarnya dengan melakukan 

kunjungan setiap bulannya.  

3. Penyelesaian melalui jalur damai bagi penyelesaian kredit bermasalah 

merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, mengingat kedua 



belah pihak sama-sama mempunyai penyelesaian yang terbaik dan akan 

saling menguntungkan untuk kedua belah pihak dengan memperkecil 

biaya yang dikeluarkan. 

 

 

 


